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PENGERTIAN

Pengujian konsekuensi adalah proses yang dilakukan untuk
menentukan apakah suatu informasi publik dapat dikecualikan dari
akses publik atau tidak, dengan mempertimbangkan konsekuensi
dari pembukaan atau penutupan informasi tersebut.

TUJUAN

Untuk menilai dampak negatif yang mungkin timbul jika suatu
informasi dibuka kepada publik. Pengujian ini dilakukan untuk
memastikan bahwa informasi yang diminta atau akan
dipublikasikan tidak melanggar kerahasiaan, kepatutan, kesusilaan,
atau kepentingan umum.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Republik indonesia No. 1 Tahun
2021 tentang Standar layanan informasi publik

5. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Dr. R. D. Kandou
Manado No:HK.02.03/D.XV/4040/2024 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Prof Dr. R.
D. Kandou Manado

PROSEDUR

1. Mengkordinasikan invetarisasi Informasi yang berpotensi

dikecualikan.

Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan.

Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Daftar Informasi

yang berpotensi Dikecualikan.

4. Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai
informasi yang dikecualikan.

5. Menyampaikan daftar usulan Informasi yang berpotensi
sebagai informasi yang dikecualikan.

6. Melakukan pengujian konsekuensi atas daftar informasi
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yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi

yang dikecualikan menjadi Informasi yang dikecualikan
dalam bentuk keputusan.

8. Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi
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